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TENTANG

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADANMETEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan

Geofisika Nomor KEP.006/Tahun 2007 tentang Tata Cara
Tetap  Pelaksanaan Kegiatan  Keprotokolan  di
Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
kegiatan keprotokolan sehingga perlu

disempurnakan;

b. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika
yang tumbuh dan berkembang dalam
penyelenggaraan acara resmi yang menerapkan norma
keprotokolan, perlu menetapkan pengaturan
keprotokolan secara menyeluruh di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika tentang Keprotokolan di
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5166);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3432);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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90);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan
Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1740);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1529);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun
Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
555);



2017, No.1934

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi
yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada
seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya
dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang
selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

Protokol adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau
kebiasaan yang dianut dan/atau diyakini dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi dan/atau seseorang yang
melakukan kegiatan Keprotokolan.

Protokol Badan adalah pelaksana Keprotokolan pada unit
Sekretariat Utama dan sebagai koordinator Keprotokolan
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika.
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Petugas Protokol yang selanjutnya disebut Protokol I
adalah pelaksana Keprotokolan yang mempunyai tugas
utama memastikan kesiapan dan kelengkapan sarana
prasarana Kepala Badan dan pejabat Pimpinan Tinggi
Madya di lokasi tempat kegiatan dilangsungkan termasuk
koordinasi dengan pemangku kegiatan sebelum atau
bersamaan dengan kehadiran pimpinan ke lokasi kegiatan
kedinasan.

Petugas Pengawalan/Ajudan yang selanjutnya disebut
Protokol II adalah pelaksana Keprotokolan yang melekat
terhadap Kepala Badan lebih kepada penjagaan keamanan
dari bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan dalam
kegiatan kedinasan.

Petugas Pendamping adalah pejabat Pengawas dan/atau
pejabat Fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang ketatausahaan yang mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dan pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam
hal menyiapkan dokumen, materi, akomodasi,
transportasi, administrasi perjalanan dinas, sampai
dengan keperluan pimpinan bersifat personal serta
mendampingi pimpinan dalam kegiatan kedinasan.

Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat
Negara dan undangan lain.

Acara Resmi adalah acara yang diselenggarakan oleh
BMKG dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan
dihadiri oleh  Pejabat Negara dan/atau Pejabat
Pemerintahan serta undangan lain.

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah
Putih.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda

Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.



